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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat saya sampaikan setelah melakukan Praktek Kerja 

Profesi Apoteker di Apotek Viva Generik Simo Gunung adalah: 

1. Apotek Viva Generik Simo Gunung diharapkan dapat 

memanfaatkan ruang khusus Apoteker dengan baik karena 

disinilah peran Apoteker dapat berfungsi secara optimal 

dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan 

pengobatan swamedikasi. Ruangan khusus Apoteker yang 

juga merupakan tempat khusus untuk melakukan konseling 

akan sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena 

pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan 

yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan 

secara privasi kepada Apoteker. 

2. Dilihat dari pola penyakit dan pola kebutuhan obat dari 

masyarakat yang ada di sekitar Apotek, Apotek Viva 

Generik Simo Gunung diharapkan dapat meningkatkan 

edukasi terhadap masyarakat sekitar seperti dengan 

memberikan penyuluhan terkait suatu penyakit/ masalah 

kesehatan yang mewabah di daerah tersebut sehingga 

diharapkan masyarakat di sekitar apotek dapat lebih 

mengenali tanda dan gejala suatu penyakit, bahaya penyakit 

dan bagaimana mereka bisa menangani penyakit tersebut.  

3. Apotek Viva Generik Simo Gunung dalam melaksanakan 

pelayanan kefarmasian, menggunakan sistem komputerisasi 

baik untuk pencatatan stok obat, pemesanan obat maupun 

seluruh data kesehatan pasien di mana sistem tersebut dapat 

terhambat apabila terjadi mati lampu karena membutuhkan 
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listrik. Oleh sebab itu, disarankan untuk mempunyai alat 

jenset apabila memungkinkan agar pada saat mati lampu, 

sistem tidak terganggu. 
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